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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa : 

1. Dimana suatu Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana 

Korupsi adalah Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan 

“melawan hukum” apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) atau bertentangan 

dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat (melawan hukum 

materiil). Pencantuman kedua unsur, melawan hukum dan penyalahgunaan 

kewenangan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 

menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan konsep dan parameter 

unsur “penyalahgunaan kewenangan.   

2. Penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah 

sebagaimana telah diuraikan dalam wewenang yang berdasarkan Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: Melanggar aturan 

yang tertulis yang menjadi dasar kewenangan, Memiliki maksud yang 

menyimpang dimana walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan, 

Berpotensi merugikan negara 

B. SARAN 

Adapun yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Agar nantinya dalam hal Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang 

Tindak Pidana Korupsi haruslah di tekankan pada penerapan sanksi yang 
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tegas berupa penerapan hukuman mati yang selama ini termuat dalam 

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pembarantasan Tindak Pidana korupsi yang dalam hal ini hanya 

merupakan penerapan sanksi “Terkait Keadaan tertentu” terhadap tindak 

pidana korupsi.  

2.  Agar kiranya Penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana 

korupsi haruslah dibatasi dengan kewenangan sebagai aparat sipil negara 

melalui petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 

tentang Aparat Sipil Negara yang mengatur tentang batasan-batasan yang 

harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang ada. 
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